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BUPATI KETAPANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 8 1  TAHUN 2022 

TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang :  

Mengingat : 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Dalarn Negeri Nomor 3 Tahun 2 0 1 7  tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, 

perlu diatur pedoman pengelolaan pelayanan 

infonnasi dan dokumentasi; 

b .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 

dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Infonnasi dan Dokurnen tasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ketapang; 

1. Pasal 1 8  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
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2 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959  t en tang  

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u m  

1 9 5 3  tentang Perpanjangan Pembentukan Daeral 

Tingkat I I  d i  Ka l imantan (Lembaran Negara Repub l i k  

Indonesia Tahun 1 9 5 3  Nomor 9 ) ,  sebagai Undang­  

Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1 820 )  sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 6 5  

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I  Tanah Laut,  

Daerah Tingkat I I  Tapin dan Daerah T ingkat 1 1  

TabaJong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 1965  

Nomor 5 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik 

Indonesia Nomor 2756) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), 

sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 9  Tahun 2 0 1 6  tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 2 5 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;  
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6 .  U n d a n g - U n d a n g  Nomor 43 Tahun  2009 tentan 

Kearsipan (Lembaran Negara Repub l ik  Indones ia  

Tahun 2009 Nomor 152 ,  Tambahan Lembaran cara 

Republik Indonesia Nomor 5 0 7 1 ) ;  

7 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentan 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republ ik  

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia Tahun 2022 Nomor 4 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ) ;  

8 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2 0 1 7  

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah {Berita Negara Repub l ik 

Indonesia Tahun 2017  Nomor 157) ;  

9 .  Peraturan Daerah Nomor 1 0  Tahun 2 0 1 6  tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2 0 1 6  

Nomor 10 ) ,  sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 15  Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10  Tahun 

2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Ketapang 

Tahun 2020 Nomor 15 ,  Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Ketapang Nomor 93) ;  

10 .  Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 202 1  tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , 

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Inforrnatika 

{Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 202 1  

Nomor 92 ) ;  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Menetapkan 

- 4  

MEMUTUSKAN :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

PELAYANAN INFORMASI  DAN DOKUMENTAS I  DI 

L INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG. 

B A B I  

KETENTUAN U M U M  

Pasa1 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 

2 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerin tah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah menu rut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1 9 4 5 .  

3 .  Bupati adalah Bupati Ketapang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjurtnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan DPRD sebagai unsur penyelenggara 

Pemer intahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang. 

6 .  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Bupati dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8 .  Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ketapang. 

9 .  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan , 

pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi 

dan pelayanan infonnasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah 

Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. 

10 .  Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 

PLID adalah susunan penge lola layanan informasi dan dokumentasi di  

l ingkungan Pemerintah Daerah. 
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I 1  Daftar Informasi dan Dokumentas Pu b l i k  y a n g  se lanju tnya  diingkat D I D  

adalah catatan y a n g  bensi keterangan secara sis temat is  t en tang  sc luruh  

Informasi dan dokumentasi  publ ik  y a n g  berada d i bawah  penguasaan 

Pemenntah Daerah t idak t ermasuk Informasi  dan dokumentas i  y a n g  

dikecualkan 

I 2  Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  yang selanjutnya disingkat 

RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publ tk  dan 

berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan u n t u k  

memfasi l i tas i  penyampaian informasi dan dokumentasi  pub l i k .  

1 3 .  Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya d is ingkat S I D P  

adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi  secara cepat .  

mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

I 4 .  Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi 

publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

1 5 .  Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan h u k u m  

Indonesia yang mengajukan permohonan informasi pub l i k  sebagaimana 

datur  dalam d ia tur  dalam Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi pub l ik .  

l 6 .  Petugas informasi adalah petugas yang memberikan Pelayanan kepada 

pemohon secara cepat tepat waktu dalam mengajukan permohonan. 

1 7 .  Komisi informasi adalah adalah lembaga mandiri yang berfungsi 

menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, 

menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publ ik dan 

menyelesaikan Sengketa Informasi  Publ ik mela lu i  Mediasi  dan/atau 

Ajudikasi 

1 S .  Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentas i  

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID adalah wadah 

komunikasi, koordinasi ,  konsolidasi ,  pembinaan dan pengawasan PP ID .  

1 9 .  Informasi publ ik  adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, d ike lo la ,  

d ik irim dan/a tau  di ter ima oleh sua tu  badan pub l ik  yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan badan pub l ik  la in nya serta Informasi l a i n  yang berkaitan 

dengan kepern t ingan pub l i k  
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20 .  Informasi pub l ik  adalah informasi yang d ihas i l kan ,  d i s i m p a n ,  « d i k c l o l a ,  

d ik ir im dan/atau d i ter ima o leh suatu badan p u b l i k  yang berka i tan  denan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyclenggara d a n  

penyelenggaraan badan publ ik lainnya serta informasi  la in yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. 

2 1.  Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan pub l i k  

dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informas i  pub l ik  

yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan inforrnas i  

pub l ik  berdasarkan peraturan perundang -undangan .  

2 2 .  Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 

mengandung ni lai ,  makna dan pesan, baik data, fakta rnaupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang d isaj ikan da lam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 

23 .  Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan , penyusunan, dan 

pencatatan dokumen ,  data , gambar dan suara untuk bahan informasi 

publ ik. 

24 .  Badan publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, 

atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan 

masyarakat, dan/ atau luar negeri. 

25 .  Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 

menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 

26. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 

27.  Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses 

penyelenggaraan tugas-tugas PPID . 

28 .  Orang ada lah orang perseorangan, kelompok orang ,  badan hukum ,  atau 

badan pu blik. 
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BAB I I  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi d i  l ingkungan 

Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai acuan da larn penyediaan peiayanan 

inforrnasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan 

pendokumentasian serta penetapan PPID. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, 

efektif dan efisien , akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk 

menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. 

BAB III 

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pasal 4 

( 1 )  Informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan 

dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan publik, kecuali informasi 

dan dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. 

(2 )  Informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat 

diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu dan dapat 

diakses dengan mudah. 

(3) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  sesuai dengan kepatutan, kepentingan urn um 

dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi 

diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa 

menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan 

yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya. 
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BAB IV 

H A K  DAN KEWAJ1BAN 

Pasal 5 

( 1 )  Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan 

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain : 

a .  informasi dan dokumentasi  yang dapat membahayakan negara; 

b .  informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan 

perl indungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 

c .  informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 

d .  informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasiajabatan ; dan/ 

atau 

e.  informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. 

( 2 )  Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  d iajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk 

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

( 1 )  Pemerintah Daerah wajib menyediakan , memberikan dan/ a tau menerbitkan 

informasi dan dokumentas i publik yang berada di bawah kewenangannya 

kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),  

Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan SIDP yang dapat 

diakses dengan mudah yang melekat pada sub domain masing-masing 

Perangkat Daerah. 

BAB V 

PPID 

Pasal 7 

( 1 )  Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan dengan 

membentuk PPID dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

(2 )  PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  melekat pada Pejabat Struktural 

yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi 

dan/ atau kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 
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( 3 )  Untuk  mendukung k c g i a t a n  d a n  kelembagaan P P I D  d b e n t u k  P L I D  

( 4 )  P P I D  sebagaimana dimaksud pada ayat (2 )  terdini dari PPID Utama dan  PP ID 
Pembantu pada PLID 

( 5 )  PP ID Utama sebagaimana d imaksud pada ayat  ( 4 )  b e rt a n g g u n gi a w a b  kepada 

B u p a t i  me la lu i  Sekretans Daerah 

( 6 )  PLID sebagaimana d imaksud pada ayat  (3)  ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.  

BAB VI 

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PPID 

Pasal 8 

( 1 )  PP ID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada d i  l ingkungan 

Perangkat Daerah dan/ atau pejabat fungsional. 

(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan,  

dan / a tau pejabat fungsional. 

Pasal 9 

PPID Utama bertugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 

b .  menyusun laporan pelaksanaan kebijakan infonnas i  dan dokumentasi ;  

c .  mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi 

dan dokumentas i  dari PPID Pembantu;  

d .  meny impan ,  mendokumentasikan ,  menyediakan, dan memberi pelayanan 

informasi dan dokumentasi kepada pub l ik ;  

e .  melakukan verifikas i  bahan informasi dan dokumentas i  pub l ik ;  

f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang 

d ikecuaJ ikan; 

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;  

h .  menyediakan informasi dan dokumentasi  untuk diakses oleh masyarakat; 

i .  mc lakukan  pembinaan ,  pengawasan, eva luas i ,  dan moni tor ing a tas 

pclaksanaan kebijakan informasi dan d o k u m e n t a s i  yang d i lakukan oleh 

PPID Pembantu;  

j .  melaksanakan rapat koord inasi  dan rapat kerja secara berkala d a n / a t a u  

sesuai dengan kebutuhan;  

k .  mengesahkan informasi  dan dokumentas i  yang layak u n t u k  dipubl ikasikan; 
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I .  m e n u g a s k a n  P P I D  P e m b a n t u  d a n / a t a u  pejabat f u n g s i o n a l  u n t u k  

m e n g u m p u l k a n ,  mengelola, dan memelihara informasi dan d o k u m e n ta s i ;  

dan 

m .  membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa infonnasi yang ditetapkan 

dengan Keputusan B u p a ti .  

Pasal 1 0  

PPID U tama berwenang :  

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b .  meminta dan memperoleh infonnasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu 

yang menjadi cakupan kerjanya; 

c .  mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan 

PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 

d .  menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang 

dapat diakses oleh publik; dan 

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, 

mengumpulkan, serta memelihara infonnasi dan dokumentasi untuk 

kebutuhan organisasi. 

Pasal 1 1  

( 1 )  PPID Pembantu bertugas: 

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan 

kewenangannya; 

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang 

dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

c .  melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya; 

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan 

dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas 

dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 

e .  mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup 

komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi 

bah an informasi pu blik ; dan 
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f.  menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan 

informasi dan dokumentasi kepada PPlD Utama secara berkala dan/ atau 

sesuai kebutuhan. 

(2 )  Se la in tu gas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ),  PPJD Pelaksana 

khususnya pada sekretariat DPRD bertugas untuk : 

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan 

dokumentasi kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; dan 

b .  mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk 

menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses o leh publik. 

BAB VII 

KELENGKAPAN PLID 

Bagian kesatu 

Struktur Organisasi 

Pasal 12 

(  1 )  Struktur organisasi PLID Kabupaten Ketapang terdiri dari : 

a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati; 

b.  Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah; 

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. di lingkungan 

Sekretariat Daerah, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat 

yang menangani bidang hukum; 

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan 

dokumentasi serta kehumasan ; 

e .  PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang 

mengelola informasi dan dokumentasi; 

f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID , Bidang Pengolahan 

Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan 

Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan 

g. Pejabat Fungsional . 

(2 )  Bagan Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini . 
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Bagian Kedua 

SOP PPID 

Pasal 1 3  

( I )  Jenis-jenis SOP PPID antara lain : 

a .  SOP Penetapan Dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II  Peraturan Bupati ini ;  

b .  SOP Mekanisme Permohonan Informasi Publik Secara Tertulis sesuai 
I  

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 

Bupati ini; 

c. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini ; 

d .  SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; 

e.  SOP Contoh Format Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 

Peraturan Bupati ini; dan 

f. SOP Penanganan Sengketa Informasi sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini ; 

( 1 )  Jenis-jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati .  

Bagian Ketiga 

DIOP 

Pasal 14 

(  l )  DIOP paling sedikit memuat : 

a .  nomor ;  

b .  ringkasan isi informasi; 

c. pejabat atau Perangkat Daerah yang mempunyai data/ informasi; 

d .  penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 

e. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

f. bentuk inforrnasi yang tersedia; dan 

g .  jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(2 )  D I D P  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dan dimutakhirkan 

secara berka la oleh PPID Utama .  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


- 1 3 ­  

( 3 )  K e s e l u r u h a n  i n f o r m a s i  d a n  d o k u m e n t a s i  p u b l i k  yang s u d a h  

d i p u b h i k a s i k a n  h a r u s  diserahkan kepada D i n a s  A r s i p  d a n  P e r p u s ta k a a n  

D a e r a h  K a b u p a t e n  K e t a p a n g  u n t u k  dilestarikan dan diklasifikasi  menjadi  

b a h a n  pustaka. 

(I)  DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  ditetapkan dengan Keputusan 

PPID Utama. 

(5) Conteh format DIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran V I I I  Peraturan Bupati in i .  

Bagian Keempat 

RP ID 

Pasal 1 5  

(  1 )  RPID bertempat di Din as Komunikasi dan Informatika. 

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/ a tau petugas informasi. 

Bagian Kelima 

SIDP 

Pasal 16 

(  1 )  SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses 

pelayanan informasi publik. 

(2)  Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu . 

Bagian Keenam 

LLID 

Pasal 17  

( 1 )  LLID wajib dibuat dan disediakan oleh badan publik paling lam bat 3 (tiga) 

bulan sete lah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir . 

(2 )  Salinan LLID disampaikan kepada Kementerian Da lam Negeri dan Kom isi 

Informasi Pusat. 

(3) LLID paling sedikit memuat : 

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang; 

b .  gambaran u m u m  pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi 

pub l ik,  antara la in ;  
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l .  sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan dokumcntasi  

pu blik yang dimiliki beserta kondisinya; 

2 .  sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan 

3 .  anggaran pelayanan Informasi dan dokumentasi publik serta 

laporan penggunaannya. 

c .  r incian pelayanan lnforrnasi dan dokumentasi publ ik yang meliputi ;  

1. jumlah perrnohonan informasi publik; 

2 .  waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi publik dengan klasifikasi tertentu; 

3 .  jumlah perrnohonan informasi publik yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya; dan 

4.  ju  mlah permohonan lnformasi pu blik yang ditolak beserta 

alasannya. 

d.  rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi; 

1 .  jumlah keberatan yang diterima; 

2 .  tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 

3 .  jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi 

yang berwenang; dan 

4 .  hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi 

yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik , jumlah 

gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan 

pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik. 

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan pelayanan 

informasi dan dokumentasi publik; dan 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi dan dokumentasi publik. 

(4) Format LLID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum dalam 

Lampiran IX Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 

(  1 )  LLID merupakan bagian dari informasi publik yang harus tersedia setiap 

saat. 

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diumumkan kepada publik 

dan disampaikan kepada atasan PPID. 

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan kepada Bupati 

oleh atasan PPID. 
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(-+)  LLD sebagaimana d imaksud  pada ayat ( I )  akan d i laporkan o lch  Bupat i  

sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dac rah .  

Bagian Ketujuh 

Pendanaan 

Pasal 19  

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang alokasinya diserahkan kepada Perangkat Daerah. 

BAB VIII 

MEKANISME PEMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal20 

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi : 

a. perseorangan; 

b. kelompok masyarakat; 

c. lembaga swadaya masyarakat; 

d. organisasi masyarakat; 

e .  partai politik; dan 

f. badan publik. 

Pasal 2 1  

Pemohon Informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan: 

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yangjelas ;  

c .  menyampaikan secara je las jenis informasi dan dokumentasi yang 

dibutuhkan; dan 

d .  mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan 

dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pasal 22 

( l )  Set iap pemohon informasi dan dokumentasi pub l ik  dapat mengajukan 

permintaan untuk  memperoleh informasi  dan dokumentasi  pub l i k  kepada 

Pemerintah Daerah secara tertu l i s  atau tidak tertul is .  

( 2 )  Prosedur permohonan layanan informasi pub l ik  dan dokumentasi  sebagai 

berikut :  

a. pemohon informasi publik mengajukan pemohonan informasi publik 

secara tertulis maupun online dengan cara mengisi formulir sesuai 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan 

Bupati in i ;  

b .  permohonan disampaikan pada jam kerja yaitu mu lai dari jam 09 .00 

sampai dengan jam 1 5 . 0 0  WIB ;  

c .  PP ID mencatat pada buku register permohonan informasi sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini; 

d .  PPID Utama dan/atau petugas informasi mencatat nama, Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), dan alamat pemohon infonnasi publik, subjek dan 

format informasi serta cara penyampaian infonnasi yang diminta oleh 

pemohon informasi publik; 

e .  formu l ir permohonan infonnasi diserahkan kepada PPID Utama 

dan/atau pembantu yang diserahi mandat oleh PPID Utama untuk 

diteruskan kepada PPID Pelaksana paling lambat 1 (satu) hari kerja 

berikutnya setelah diterimanya formulir tersebut; dan 

f. PPID pembantu bertangung jawab untuk menjawab perrnohonan 

informasi paling lambat 10 (sepuluh ) hari kerja setelah diterimanya 

permohonan tersebut. 

( 3 )  PPID Utama dan/atau PPID pembantu dan/atau petugas informasi 

mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis . 

(4) PPID Utama dan/atau PPID pembantu dan/ atau Petugas lnformasi 

memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa 

nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. 

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat 

elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan .  

( 6 )  Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor 

pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 

(7) Paling lambat 1 0  (sepuluh ) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID 

Utama menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi: 
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a formas i  v a n y  d i m n t n  b a i k  b e r a d a  d i  D a w n h  p e n g u a s a n n n y a  a t a u p u m  

t d a k ,  

b .  p e n e r i m a a n  a t a u  p e n o l a k a n  p e r m i n t a a n  a t an s  i n fo r m a s i  denpan a l a s a n  

sesuai  k e t e n t u a n  pera turan  p e r u n d a n g - u n d a n a n ;  d a n / a t a u  
c .  a lat penyampai  d a n  format informasi yang akan d iber ikan .  

(8) PP ID  U t a m a  m e m b e r i t a h u k a n  b a d a n  p u b l i k  yang menguasai  i n fo r m a s i  
yang d i m i n t a  a p a b i l a  i n fo r m a s i  y a n g  d i m i n t a  t i d a k  berada d i  bawah 

p e n g u a s a a n n y a  d a n  b a d a n  p u b l i k  y a n g  m e n e r i m a  p e r m i n t a a n  m e n g e t a h u i  
k e b e r a d a a n  i n f o r m a s i  y a n g  d i m i n t a .  

( 9 )  Dalam h a l  p e r m i n t a a n  d i t e r i m a  s e l u r u h n y a  atau s e b a g i a n ,  m a k a  
d i c a n t u m k a n  materi informasi yang akan diberikan.  

( 1 0 )  Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang 

dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai  alasan dan 
m a t e r i n y a .  

( 1 1 )  Pemer in tah  Daerah dapat  memperpanjang waktu u n t u k  mengir imkan 

p e m b e r i t a h u a n  sebagaimana d i m a k s u d  pada ayat (7) p a l i n g  l a m b a t  7 

(tujuh) hari kerja berikutnya dengan mcmberikan alasan secara tertu l is .  

B A B J X  

KEBERATAN DAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI  

Bagian Kesatu 

Keberatan 
Pasal 23 

{  1 )  Setiap pemohon informasi pu blik dapat mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut: 

a. penolakan atas permintaan informasi; 

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala 

sebagaimana dimaksud da l a m  Pasal 1 9  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 4  

t a h u n  2008 tentang Keterbukaan I n fo r m a s i  p u b l i k ;  

c.  tidak ditanggapinya permintaan informasi; 

d .  permintaan i n fo r m a s i  ditanggapi tidak sebagaimana yang d i m i n t a ;  

e .  tidak d i p e n u h i n y a  p e r m i n t a a n  I n fo r m a s i ;  dan 

f. penyampaian informasi yang melebihi  waktu yang d i a t u r  dalam 

U n d a n g - U n d a n g  Nomor 1 4  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas i  

P u b l i l .  

D o k u m e n  i n i  te lah d i t a n d a t a n g a n i  sccara c l c k t r o n i k  m c n g g u n a k a n  s e r t i fi k a t  e l e k t r o n i k  
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(2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  h u r u f  b  sampai 

dcngan huruf g dapat diselesaikan sccara musyawarah oleh k c d u a  belah 
pihak.  

Pasal 24 

( 1 )  Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1 ) .  

(2)  Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 

pemohon informasi pub l ik dalarn jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

pu luh )  hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis .  

(3) Alasan tertulis disertakan bersarna tanggapan, apabila atasan PPID 

menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 

(4) PPID Utama dan/ atau PPID pembantu dan/ atau petugas informasi 

mencatat pada buku register keberatan sesuai dengan format sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini dan menyampaikan 

formulir keberatan atas pemberian informasi kepada PPID sesuai dengan 

format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ked ua 

Fasilitasi Sengketa lnformasi 

Pasal 25 

( 1 )  Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi sesuai dengan 

kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan 

pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan atasan PPID .  

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID . 

Pasal 26 

( 1 )  Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi publ ik 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bupati melalui atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa lnformasi 

untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi , yang dibentuk oleh 

PPID Utama . 
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(33) K e p u t u s a n  pentapan Tm F a s i l i t a s i  S e n p k e t a  I n f o r m a s i  j uga  b e r f u n g i  

sebagai surat kuasa  u n t u k  bers idang m e w a k i h  P e m e r i n t a h  D a r r a h  d i  

Komisi Informasi Daerah sesuai dengan kewcnangannya 

() Tim Fasilitasi Sengketa Informasi  diketuai  olch PPID Utama  d a n  

beranggotakan PPID pembantu, pcjabat yang menangan i  bi d ang  h u k u r  

dan pejabat fungsional serta pcjabat/staf la innya scsua i  k c b u t u h a n  

(5 )  PPID Utama melaksanakan fasi l itasi penanganan sengkcta informasi  

dengan melakukan koordinasi dan konso l idas i  bersama PPID pemban tu  

terkait, pejabat yang menangani bidang h u k u m ,  pejabat fungsiona l  dan 

pihak lain yang dipandang perlu. 

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi  

dilaksanakan berdasarkan arahan atasan PPID. 

(7) Tim sebagairnana dimaksud pada ayat (2) melaporkan proses pnanganan 

dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID. 

B AB X  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i  dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupatcn Ketapang .  

D itetapkan d i Ketapang 
pada tangga] 1 5  September 2022 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

MARTIN RANTAN 

Diundangkan di Ketapang 
Pada tanggal 1 5  September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

ttd 
ALEXANDER WILYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 8 1  

ai  Dengan Aslinya 
kum Sekretariat Daerah 1 

Ketapang, { 

ina Tingkat I  

700703 1 9 9 9  03 1 007 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 

NOMOR 8 1  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 

TNFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

KETAPANG 

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

Pembina  

Bupati 

Waki l  Bupati 

I  
Pengarah 

Sekretaris Daerah 

Selaku Atasan PPID 

Tim Pertimbangan 

Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat 

Daerah dan Pejabat Yang Menangani  B idang 

Hukum 

PPID Utama 
Kepala Dinas Komunikasi dan 

lnformatika 

PP ID  Pembantu 

Sekretaris Perangkat Daerah, 

Kabag Setda 

' 

I  
Bidang Pendukung 

Sekretariat PLID 

I  

I  I  I  
Bidang Pengolahan Bidang Pelayanan Bidang Fasilitasi 

Data dan Klasifikasi lnformasi dan Sengketa Informasi 

lnformasi Dokumentas i  

I  I  I  

Pejabat Fungsional 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 
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STRUKTUR O R G A N I S A S I  P P I D  EMBANTU 
DI L I N G K U N G A N  E M E R I N T A H  KABUPATEN KETAPANG 

Atasan P P I D  

Kepala Perangkat Daerah 

PP ID  Pembantu 

Sekretariat Perangkat Daerah, Kabag Setda 

Sekretaris 

Kepala Bagian,  Kepala B idang,  Kasubbag,  Kasubb id  

Atau Kasi Perangkat Daerah 

I  
B ldang Pengolahan Data 

dan Klasifikasi  Informasi  

Bidang Pelayanan lnformasi 

dan Dokumentasi  

I  
Bidang Fasi l i tasi  

Sengketa lnformasi 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

MARTIN RANTAN 

Sal inan Sesuai Dengan Aslinya 

)zglgan Hukum Sekretariat Daerah f 
upaten Ketapang, 

> 1 ,  

mbina Tingkat I 

=.'N+ 9700703 1999 03 1 007 

Dokumen ini tclah ditandatangani secara clektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ,  Badan Siber dan Sandi Negara 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 8 1  TAHUN 2022 
TANGGAL 1 5  SEPTEMBER 2022 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 
INFORMASI  DAN DOKUMENTASI DI 

L INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KETAPANG 

CONTOH FORMAT 

LAPORAN LAYANAN INFORMASI  DAN DOKUMENTASI  

I  Logo Pemda I 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN KETAPANG 

TAHUN 2022 

Dokumen ±n! telah dtandatangani secara elektronik menggunakan sertifkat elektront 
yang dterb:tkan olzh Bala Se:ufkasi Elektronik 1B r ),  Badan Siber dan Sandi Negara 
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


- 3 1 ­  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berisi uraian deskripsi yang melatarbelakangi pembuatan laporan LLID. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

B.  Dasar Penyelenggaraan 

Poin-poin regulasi dari dasar penyelenggaran PPID dan LLID. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

C.  Tujuan 

Poin-poin yang menjelaskan tujuan bagi penyelenggaran dan pelaksana 
pelayanan publik serta para pengambil keputusan. 

Daku men i n i  te l  ah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang d i t e r b i t k an  oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( B S r E ) ,  Badan Siber dan Sandi Negara 

Dipindai dengan CamScanner 
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BAB 11 

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID PEMBANTU 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN KETAPANG 

A.  Pengertian 
Menjelaskan defin is i  dari : 
1 .  I n f  ormasi. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

2 .  lnformasi public. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

3 .  PPID. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.  Dan lain-lain. 

B. Tugas dan Tanggungjawab PPID Berisi uraian deskripsi mengenai tugas dan 
tanggung jawab dari PPID. 

C .  Sarana dan Prasarana. 

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, 
berikut terdapat ceklist tabel tanda kelengkapan pengelola informasi publik. 

Tabel 2 . 1  Tabel Tanda Kelengkapan Pengelola Informasi Publik 

No. Kelengkapan PPID 
Keterangan I  

Ada I  Tidak I  

1 . 1  Daftar Informasi Publik ( DI P )  l  
2 .  Standar Operasional Prosesur (SOP) I  
3.  Buku Registrasi I  I  

4. Formulir Permohonan Jnformasi 
I  I  Publik 

5. Formulir Permohonan Keberatan I I 
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6 Formulr Tanda Bukt i  Penerimaan 
Permohonan 

f .  Formul i r  Tanda Bukt i  Penerimaan 

---· 

Keberatan 

I  8 .  Meja Pelavanan Informasi 
9 .  Informasi Publik melalui Website 
1 0 .  I  Petugas Front Desk (Layanan PPID) 

D .  Mekanisme Permohonan Informasi Publik. 

Berisi poin-poin mekanisme permohonan informasi public sebagai contoh:  

1 .  pemohon inforrnasi datang ke desk Iayanan informasi mengisi formul i r  
permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan 
pengguna informasi; 

2 .  Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi 
pu blik kepada pemohon informasi publik; 

3 .  petugas melakukan proses permintaan pemohon informasi pub1ik sesuai 
dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani 
oleh pemohon informasi publik; dan 

4 .  dan seterusnya .  

E .  Jangka Waktu Penyelesaian. 

1 .  proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi 
publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan; 

2 .  waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 1 0  (sepuluh) hari kerja 
sejak diterima permintaan, PPID pembantu akan menyampaikan 
pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah 
penguasannya atau tidak dan PID dapat memperpanjang waktu pal ing 
lambat 7 (tujuh) hari kerja ;  dan 

3 .  Dan seterusnya .  

F. Jumlah Permohonan Informasi Kapasitas dan area penanganan permintaan 
informasi dari masyarakat meliputi kegiatan ruang parkir, ruang petugas 
pelayanan informasi, pendaftaran informasi, petugas informasi, sarana dan 
prasarana, dan kegiatan pengarsipan. 

Tabel 2 . 2  Jumlah Permintaan Informasi Melalui Meja Layanan Informas i  
Pada O inas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang Pada 

PeriodeJanuari-Apri l2021  

Pemohon Pelayanan 
NO.  

Kelompok Jumlah Selesai Mediasi Ajudikasi 

1. Masvarakat / perorangan 
2 .  SKPD 
3 .  Kantor Desa/Kelurahan 
4 .  Perguruan Tinggi 
5 .  Lainnya 

Jumlah 
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G .  Anal isa Data Layanan Informasi  P u b l i l  

1 .  Bahwa permintaan l ayanan informasi  p u b l i k  le D i n a s  K o m u m i k a n i  d a m  
Informatika Kabupaten Ke tapang dar i  B u l a n  J a n u a r i  s a m p a i  Mare t  20 1 
sebagian besar dar i  kalangan masyarakat.  J e n i s  i n formasi  yan « d i m i n t a  

berupa informasi se t i ap  snat  d a l a m  b e t u k  p e r t a n y n a n  t cn tanp 
persyaratan mengurus dokumen k e p e n d u d u k a n  b e r u p a  k c p r n r u s a m  
akta ke lah i ran ,  a k t a  p e r k a w i n a n /  p e r c e r a i a n ,  a k t a  k c m a t i a n ,  

kepengurusan K K ,  K I A ,  KTP ser ta  p e r u b a h a n  c lemen d a t a ,  

2 .  Pamflet persyaratan kepengurusan ser ta  s t andar  pe l aya nan p u b l i k  yan 

telah diumumkan melalui  website dan media sosi al b e l u m  mencukupi 
dalam memberikan informasi karena perist iwa pcnt ing  yan d i a l a m i  
penduduk akan membuat persyaratan m e n j n d i  berbcda- bwda.  

3.  Dan lain- lain .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4  

Dokumen ini telah ditandatangani secara clektronik menggunakan scrtifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ,  Badan Siber dan Sandi Negara 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


- 3 5 ­  

B A B l ll  

PENUTUP 
A.  Simpulan 

I .  Penyelenggaraan layanan informasi publik terhadap masyarakat sampai 
saat in i  pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, 
walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi namun sudah 
banyak yang terlihat hasilnya. 

2 .  Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan 
informasi publ ik di PPID pembantu adalah perlunya memperbaiki secara 
k u a n t i t a t i f  dan kualitatif selain itu hasil kerja dan mekanisme 
pencapaian yang masih kurang, terutama cara pelayanan terhadap 
p e m i n t a  informasi secara baik .  

3 .  Dan l a i n - l a i n .  

B.  Saran-saran. 
Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1 .  d iperl ukan  ruang pelayanan u nt u k  meja informasi yang lebih 

rep re sen tative ;  
2 .  m e m a s u k k a n  d a ta  informasi wajib, dan data kegiatan lain ke website 

PPID p e m b a n t u ;  d a n  
3 .  p e r l u  pen gadaan  sarana dan prasarana pendukung be ru pa fax, telep on ,  

komputer p a d a  bagian meja informasi .  

Ketapang, 

Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Ketapang 

( ) 
N IP .  

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

MARTIN RANTAN 

S e s u a i  dengan aslinya 
.= H u k u m  Sekretariat Daerah 

en Ketapang, 

MH. 

@ bina Tingkat I 

=JP.19700703 1999 03 1 007 
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LAMIRAN X I I  

PERATURAN BUPATI  KETAPANG 

N O M O R  8 1  T A H U N  2 0 2 2  

TANGGAL 1 5  SEPTEMBER 2 0 2 2  

TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 
I N F O R M A S I  DAN DOKUMENTASI  DI 
L INGKUNGAN P E M E R I N T A H  KABUPATE 
KETAPANG 

FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAS I  
(RANGKAP DUA) 

A. Informasi Pengajuan Keberatan 

Nomor Registrasi Keberatan 

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi :  

Tujuan Penggunaan lnfonnasi 

ldentitas Pemohon 

Nama 

Alamat 

Pekerjaan 

Nomor Telepon/E-mail 

ldentitas Kuasa Pemohon 

Nama 

Alamat 

Nomor Telepon/E-mail 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B.  Alasan Pengajuan Keberatan 

, Permohonan Informasi ditolak. 

I n f o r m a s i  b e r k a l a  tidak d i s e d i a k a n .  

Dokumen in i  t e l a h  di tandatangani secnra e lek t ron ik  menggunakan s e t t i fi k a t  elekt ronik 
yang diterbitkan olch Balai  Scr t ifikasi  Elektronik (BSrE) ,  Badan Siber dan Sandi Negara 
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P e r m i n t a a n  i n f o r m a s i  t i d a k  d i t a n g g a p i .  

I  P e rm i n t a a n  informasi d i ta n g g a p i  tidak s e b a g i m a n a  yang d i m i n ta .  

Permintaan i n fo rm a s i  tidak d i p e n u h i.  

Biaya y a n g  d i k e n a l c a n  t i d a k  wajar. 

I n f o r m a s i  d i s a m p a i k a n  m e l e b i h i  jangka waktu yang d i t e n t u k a n .  

C .  Kasus Polisi (Tam bah lean kertas bila p e r l u ) .  

D .  Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan : 

[tanggal], (bulan], (tahun] (diisi oleh petugas) **** 

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya 

saya ucapkan terima kasih. 

[tahun] 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  (tempat), [tanggal], [bulan], 

Mengeta.hui 
Petugas Informasi 

(Penerima Ke beratan) 

( ) 

Nama dan Tanda Tangan 

Pengajuan Keberatan 

( ) 
Nama dan Tanda Tangan 

Keterangan : 

*Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan. 

·· Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dapat melampirkan Surat Kuasa. 

***Sesuai dengan Pasal 35 UV KIP,dipilih oieh pengaju keberatan sesuai dengan alsan 
keberatan yang diajukan. 

****"'Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan 
dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan. 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

Hukum Sekretariat Daerah] 
upaten Ketapang [ 

Z 

bina Tingkat I 

700703 199003 1  007 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

MARTIN RANTAN 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Sert ifikasi  Elektronik (BSrE) ,  Badan Siber dan Sandi Negara 
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